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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of fiscal
decentralization, capital expenditures and local taxes on regional independence in
district/city governments in Central Java Province in 2015-2019. The sampling
technique used was purposive sampling with certain criteria. The sample used was
35 district and city governments in Central Java Province with 175 data. The data
analysis technique used in this study was using the SPSS 22.0 program

The results showed that fiscal decentralization or balancing funds had no
effect on regional independence. Capital expenditures made by district/city
governments have no effect on regional independence. Local taxes have an effect
on regional independence.

Keywords: Regional Independence, Fiscal Decentralization, Capital Expenditures,
Regional Taxes



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal,
belanja modal dan pajak daerah terhadap kemandirian daerah pada pemerintah
kabupaten/kota yang ada d Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019. Teknik
pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria
tertentu. Sampel yang digunakan sebanyak 35 pemerintah kabupaten dan kota
yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan 175 data. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan program SPSS 22.0

Hasil penelitian menunjukan bahwa, desentralisasi fiskal atau dana
perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Belanja modal
yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap
kemandirian daerah. Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

Kata kunci: Kemandirian Daerah, Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, Pajak
Daerah
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia yang semula sentralisasi berubah menjadi
dentralisasi terjadi sejak tahun 2001. Desentralisasi memberikan kepada Pemerintah
daerah keleluasaan untuk mengurus dan menggali potensi daerah yang dimiliki.
Lahirnya Undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang
sekarang telah mengalami perbaruan menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tetang
Pemerintah Daerah menjadi dasar sistem pemerintahan desentralisasi. Selain itu
pemerintah juga telah melakukan revisi UU No 25 Tahun 1999 menjadi UU No 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua
Undang-undang yang telah direvisi ini menandakan penetapan pemberian kewenagan
otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggungjawab serta mendorong kemandirian
daerah (Sriparno dan Sari, 2015). Otonomi daerah memberikan kesempatan pada
daerah untuk berinofasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang
dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan,

Otonomi daerah dinilai sebagai tantangan untuk pemerintah daeerah dalam
mengurangi  ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan memepercepat
kesejahteraan (Kustianingsih, dkk, 2018). Dengan menggali dan membuat inofasi

pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).



Peningkatan PAD ini didasari oleh otonomi daerah yang memberikan
wewenang (UU No 12 tahun 2008) pada daerah untuk mendapat penghasilan serta
mengatur keuangan (UU No 33 tahun 2004). Sehingga dapat dipertanggungjawabkan
dalam bentuk pembangunan dan juga pelayanan pemerintah daerah. Selain itu
peraturan ini memberikan wewenang untuk menentukan alokasi sumber daya atas
dasar kebutuhan dan kemampuan daerah (Nasution, Handoko, dan Pohan, 2018).

Salah satu tujuan utama diterapkannya otonomi daerah agar mewujudkan
terciptanya kemandirian keuangan di daerah otonom. Menurut Nataluddin 2001
dalam (Susanto dan Murtini, 2015) mengatakan bahwa ciri utama daerah yang
mampu berotonom terletak pada kemampuan keuangan daerah. Jadi dapat diartikan
bahwa daerah otonom harus mempunyai kewenangan dan kemampuan menggali,
mengelola dan menggunakan sumber keuangan untuk membiayai operasional daerah
otonom tersebut.

Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam hal
pembiayaan dalam keseluruhan aktifitasnya (Sasana, 2011). Pendapatan Asli Daerah
menjadi tolak ukur kemandirian daerah di Indonesia. Namun faktanya transfer ke
daerah selalu lebih besar nilainya pada setiap tahun jika dibandingkan Pendapatan
Asli Daerah. Tahun 2018 kemandirian daerah Jawa Tengah mencapai 53,23 persen
dengan realisasi pendapatan September 2018 sebesar Rp18,509 triliyun, capaian ini
setara dengan 75,82% dari taget APBD Induk atau 74,59% dari target P-APBD

(jatengprov.go.id).



Peraturan undang-undang yang ada pada prinsipnya mengatur penyelengaraan
pemerintahan Kkhususnya desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan
peluang pemerintah daerah untuk mengatur serta mengoptimalkan potensi daerah
yang dimilikinya. Disinilah peran hak otonom yang memberikan peluang bagi
pemerintah  daerah untuk mendorong kemandiriannya dan mengurangi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Imawan dan Wahyudin, 2014).

Kemandirian daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian yang dimaksud mencakup keuangan yang
mana pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber kekayaanya sendiri, hal ini
telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014. Setiap daerah mempunyai
sumber daya alam, kemampuan keuangan dan juga sumber pendapatan yang berbeda-
beda, pemerintah melalui desentralisasi fiskal senantiasa berlaku adil (Andriani dan
Wahid, 2018). Dana perimbangan sebagai wujud dari desentralisasi fiskal digunakan
untuk mendanai wewenag dan mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dalam desentralisasi suatu
daerah. Bertujuan agar memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan
kemampuan menggali sumber keuangan daerah dan keputusan belanja yang wajar
(astuty, 2018). Desentralisasi fiskal memeberikan wewenang kepada pemerintahan
kabupaten atau kota untuk mengelola keuangannya dalam menggali sumber anggaran
ataupun dalam menetapkan prioritas anggaran. Prioritas anggaran digunakan untuk

memastikan  sumber  keuangan daerah  benar-benar  digunakan  untuk



menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat
(Tika dan Sujarwanto, 2015).

Desentralisasi fiskal yang diwujudkan sebagai dana perimbangan yang terdiri
dari beberapa pendanaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga pendanaan ini diharapkan dapat mendorong
kemandirian keuangan daerah yang ada di Indonesia. Selain itu dengan adanya dana
perimbangan ini perintah daerah di berikan modal untuk meningkatkan sumber
pendapatan yang menjadi potensi daerahnya. Kemandirian keuangan daerah juga di
tunjukkan oleh besar kecilnya perbandingan PAD dengan dana perimbangan
(Septariani, 2019).

Pada sisi pengeluaran dalam era otonomi daerah terdapat belanja modal.
Alokasinya didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk
menunjang fasilitas public dan pelaksanaan tugas pemerintah. Belanja modal
mempunyai peran penting karena memiliki manfaat jangka panjang untuk
memberikan pelayanan publik. Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah
digunakan untuk medapatkan asset jangka panjang dan insfrastruktur yang dapat
menjadi stimulus perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat menunjang
kemandirian daerah (Andriana, 2020).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memeperoleh asset
tetap dan asset lainnya yang memeberikan manfaat lebih dari satu periode akubtansi.

Belanja modal digunakan utuk memperoleh asset berupa tanah, peralatan, gedung dan



bangunan, insfrastruktur, harta tetap lainnya dan asset tak berwujud (Ernawati, 2017).
Dengan pemaksimalan belanja modal dapat mendorong paendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tolak ukur utama untuk menilai
kemandirian keuangan daerah. Daerah yang dikatakan mandiri harus dapat
membiayai pengeluarannya sendiri dalam artian belanja daerah harus banyak dibiayai
oleh pemerintah daerah daripada berasal dari pemerintah pusat. PAD dapat di peroleh
dari pajak, retibusi dan penghasilan lainnya yang diatur dalam UU No 33 Tahun
2004. Dana perimbangan hanyalah sebagi pendukung dalam kegiatan pemerintahan.
Namun seiring berjalannya waktu banyak persoalan yang ikut mengiringi
desentralisasi fiskal yang malah membuat daerah semakin bergantung pada
pemerintah pusat (Saputra dan Fernando, 2017).

Sesuai dengan money follow fuction penyerahan keweenagan daerah juga
diikuti dengan penyerahan sumber sumber pembiayaan yang sebelumnya di pegang
oleh pemerintah pusat (febriayanti dan faris, 2019). Pajak menjadi salah satu sumber
pembiayaan pemerintah daerah. Pajak menjadi penyumbang terbesar dalam
penerimaan daerah. Pendapatan asli daerah sebagian besar bersumber dari
penerimaan PAD. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Terealisasinya target pajak pemerintah menjadi indikasi bagi keuangan daerah
dalam mengatur pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi
penerimaan pajak maka akan semakin tinggi pendapatan asli daerah hal ini akan

mendorong tingkat kemandirian suatu daerah (Novalista, 2016). Namun tiapdaerah



tidaklah sama dalam hal penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan tiap daerah memiliki
sumber penerimaan pajak yang berbeda.

Dalam UU No.19 tahun 2010 pasal 2 ayat 4 bahwa dengan peraturan daerah
dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan dalam ayat 2 .
dalam ayat 2 dinyatakan jenis jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan,
reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan ¢ dan pajak parkir
(orocommana, dkk, 2015). Peraturan ini menjadi dasar pemerintah daerah dapat
menggali sumber pendapatan daerahnnya sengan menerbitkan peraturan daerah.
Penggalian potensi yang ada nantinya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan
menorong kemandirian daerah.

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sejak tahun 2001 namun belum
ada tanda keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah ini karena banyak daerah

yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Rata-Rata dan Dana Perimbang Tahun 2018
NAMA WILAYAH PAD Dana Perimbangan
Pulau Sumatera 144.628.926.421 900.386.031.722
Pulau Jawa 631.948.084.527 1.697.119.884.787
Pulau Kalimantan 134.208.009.982 1.035.972.456.908
Pulau Sulawesi 100.054.428.873 784.116.525.189

Tabel berlanjut.....



Pulau Papua 41.487.969.895 865.155.853.569
Kepulauan Maluku dan
Nusa Tenggara 233.189.000.307 825.678.497.391

Sumber: djbk.kemenkeu.go.id (data diolah)

Dari tabel 1.1 bisa diketahui bahwa jumlah Dana Perimbangan lebih besar jika
di bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah yang ada. Pulau Jawa memiliki rata-
rata Pendapatan Asli Daerah terbesar jika dibandingkan dengan Pulau lainnya yang
ada di Indonesia. Selain itu Pulau Jawa masih belum bisa dikatakan sebagai daerah
yang mandiri, karena jumlah rata-rata dari dana perimbangan lebih besar daripada
PAD. Oleh karena itu penelitian ini mengambil sampel di seluruh kabupaten dan kota
yang ada di Pulau Jawa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh
Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid yang berjudul “Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”.
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya
variabel berupa belanja modal serta di sisi pendapatan asli daerah di kerucutkan
menjadi pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan karena adanya riset gap sebagai berikut. Dana
Perimbangan berpengaruh pada kemandirian daerah begitu pula Pendapatan Asli
Daerah (Andriani dan Wahid, 2018). Namun menurut (Amalia N dan Haryanto,

2019) Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian dari desentralisasi fiskal atau



dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Selain itu hasil
penelitian (Novitasari dan Novitasari, 2019) menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil
yang merupakan bagian dari desentralisasi fiskal atau dana perimbangan tidak
berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari dan Novitasari, 2019) menyatakan
bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Amalia N dan Haryanto, 2019)
menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian
Keuangan Daerah. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ernawati dan
Riharjo, 2017) Belaja Modal Berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari dan Novitasari, 2019) menyatakan
bahwa pajak daerah berpengaruh postif terhadap Kemandirian keuangan Daerah.
Hail penelian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih,2015), juga menyatakan bhwa
pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Demikian pula
dengan penelitian yang diilakukan oleh (Febriyanti dan Faris, 2019) yang menyatakan
bahwa pajak daerah juga berpengaruh terhadap kemandirian Daerah.

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan
mengembangkan beberapa hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik
melakukan penelitian dengan judul “Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal dan

Pajak Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”.



1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di utarakan maka masalah yang dapat
diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dari otonomi daerah yaitu kemandirian daerah, namun rasio
kemandirian pemerintah di pulau Jawa masih rendah, walaupun nilai PAD
yang dimiliki lebih tinggi jika di bandingkan pulau lain.

2. Pendanaan pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat dilihat dari
dana perimbangan yang lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan
pendapatan asli daerah mencerminkan pemerintah daerah di Indonesia belum
mandiri.

3. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang

berpengaruh terhadap kemandirian daerah.

1.3. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di
atas, fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah
1. Pada penelitian ini memfokuskan pada faktor yang dapat memengaruhi
kemandirian daerah berupa desentralisasi fiskal atau dana perimbangan, dari
sisi pengeluaran daerah dari segi Belanja Modal serta dari segi pendapatan
yakni pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Tengah.
2. Kemandirian daerah ditinjau dari Desentralisasi fiskal, Belanja Modal dan

Pajak Daerah yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran.
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3. Studi empiris pada penelitian ini pada seluruh pemerintah daerah

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2015 - 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Apakah Desentralisasi fiskal atau dana perimbangan berpengaruh terhadap
kemandirian daerah pada pemerintah daerah di Jawa Tengah?

2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada
pemerintah daerah Di Jawa Tengah?

3. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada

pemerintah daerah Di Jawa Tengah?

1.5. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:
1. Untuk menganalisis pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap kemandirian
daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;
2. Untuk menganalisis pengaruh antara Belanja Modal terhadap kemandirian
daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah;
3. Untuk menganalisis pengaruh antara Pajak Daerah terhadap kemandirian

daerah pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.
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1.6. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap
pihak yang bersangkutan yaitu
1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka
memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik
mengenai kemandirian daerah. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan
bagi penelitian yang akan datang terkait dengan faktor yang dapat
mempengaruhi kemandirian daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan
pemerintah daerah dalam mengambil keputusan sehingga daerah tersebut

mampu dikatakan menjadi daerah yang mandiri.

1.7. Jadwal Penelitian

(Terlampir)

1.8. Sistematika Penulisan SKripsi
Dalam proposal skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri

dari beberapa sub bab. Sistematiaka penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:
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BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian atau masalah yang diangkat,
identifikasi masalah yang berisikan kajian berbagai masalah yang relevan, batasan
masalah yang berisikan fokus masalah, rumusan masalah yang berisikan inti yang
akan dikaji peneliti, tujuan penelitian yang berisikan sasaran yang akan di dicapai
peneliti, manfaat penelitian yang berisikan manfaat dari hasil penelitian.
BAB Il LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang menjelaskan teori yang menjelaskan
pemasalahan. Selain berisikan landasan teori pada bab ini juga berisikan hasil
penelitian yang relevan. Pada bab ini juga akan ditemukan kerangka berfikir dan
hipotesis yang merupakan dugaan jawaban dari penelitian ini.
BAB Il METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai penelitian yang peneliti lakukan.
Yang di dalamnya terdapat waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, populasi,
sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel-variabel
penelitian, definisi operasional variabel, intrumen penelitian serta teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan

metode penelitian yang telah ditentukan secara mendalam.
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BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian atau
pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB |1
LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori
2.1.1. Stakeholder Teori

Stakeholder theory didefinisikan sebagai perusahaan bukan hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberikan manfaat bagi
stakeholdernya. Jadi keberadaan perusahaan juga dipengaruhi oleh stakeholdernya
(Ghozali dan Chariri, 2014). Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan
secara terbuka untuk di kritisi dan di diskusikan. Ini berarti bahwa Pemerintah
sebagai pemegang kekuasaan juga dipengaruhi dan harus mengutamakan kepentingan
rakyat selaku stakeholder.

Stakeholder sektor publik lebih beragam jika dibandingkan dengan sektor
swasta. Stakeholder sektor publik dibagi menjadi dua yaitu stakeholder internal dan
stakeholder eksternal (Mardiasmo, 2009). Stakeholder internal meliputi lembaga
negara (DPR dan MPR), kelompok politik, manajer publik (gubernur, bupati, direktur
BUMN/BUMD), serta pegawai pemerintah. Sedangkan stakeholder eksternal yaitu
masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, bank kreditor
pemerintah, badan internasional seperti bank dunia, investor asing, generasi yang
akan datang dan perusahaan ataupun organisasi yang menggunakan pelayanan sektor

publik.

14
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Teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu
mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta aset daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat serta untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah (Susanto
dan Murtini, 2015). Pemerintah daerah di tuntut untuk memberikan manfaat bagi
pemangku kepentingan yaitu masyarakat.

Selain itu apabila pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat maka
aktivitas pemerintahan akan berjalan dengan baik. Karena dengan adaya masyarakat
selaku pemangku kepantingan menjadi pertimbangan dalam menginformasikan

keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2. Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, berarti pemerintah daerah dapat melakukan
pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan, melaksanakan sendiri dalam rangka
asas desentralisasi. Kemandirian keuangan suatu daerah sangat di pengaruhi oleh
PAD vyang diperoleh daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya
(Irsutami, 2013). Menurut (Sasana, 2011) kemandirian keuangan daerah adalah
seberapa besar tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam hal pendanaan atau
mendanai segala aktivitasnya.

Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan
asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain

misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Andriani dan Wahid,
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2018). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan ketergantungan daerah
terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti
bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal, terutama
pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Formula yang digunakan untuk
menentukan tingkat kemandirian daerah, yaitu dengan menggunakan rasio
kemandirian daerah.

Kemandirian daerah adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh
desentalisasi. Salah satu bentuk desentralisasi adalah desentralisasi fiskal atau
desentralisai di bidang keuangan yang terdiri atas tiga hal yakni dana perimbangan,
pinjaman, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Mardiasmo dalam (Rante, Mire, dan Paminto, 2018) kemandirian
keuangan daerah dapat diukur dengan beberapa pilihan yaitu rasio kemandirian
daerah, rasio efektivitas serta kemampuan keuangan daerah. Rasio kemandirian
menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari
eksternal. Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan
pemerintah dalam mengerahkan penerimaan pendapatan sesuai yang di targetkan.
Kemampuan keuangan daerah merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui
seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan dengan
kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan
(Prakoso, Islami, dan Sugiharti, 2019). Menurut Paul Hersey dan Kemeth Baknchard

dalam (Prakoso et al., 2019) terdapat empat pola hubungan sebagai berikut:
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1. Pola hubungan instruktif peran pemerintah pusat lebih dominan dari
kemandirian pemerintah daerah.

2. Pola hubungan konsultif, peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

3. Pola hubungan partisipatif, peran pemerintah pusat semakin berkurang tingkat

kemadirian daerah mendekati mampu melaksanakan otonomi.

&

Pada tingkatan delegatif peran pemerintah pusat sudah tidak ada.

2.1.3. Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah bukan hanya pelimpahan wewenag pemerintahan pusat ke
pemerintahan yang lebih rendah namun juga mencakup desentralisasi fiskal kepada
pemerintah daerah. Ada dua manfaat dari penerapan desentralisasi Yaitu
meningkatkan partisipasi pembangunan dan perbaikan alokasi sumber daya produktif
dengan pengambialihan keputusan publik oleh pemerintah yang lebih rendah yang
dinilai memiliki informasi yang lebih lengkap (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo dalam (Rante et al., 2018) menjelaskan bahwa pemberian otonomi
daerah berdampak pada penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana
dan sumber daya manusia dalam desentralisasi fiskal. Menurut Rahayu dalam (Rante
et al., 2018) terdapat beberapa konsep desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi administrasi (administrative decentralization)
2. Desentralisasi politik (political decentralization)
3. Desentralisasi ekonomi (economic or marke decentralization)

4. Desentralisasi fiskal (fiscal decentralization)
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Desentralisasi fiskal dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
di era otonomi daerah. Walaupun menurut Song (Pramandari dan Kaluge, 2017)
desentralisasi tidak secara cepat dapat mempengaruhi perbedaan pembangunann
nasional agar lebih merata. Tujuan dari adanya desentralisasi adalah untuk
menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat sehingga pelayanan pemerintah
bisa dilakukan dengan efektif dan efisien.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dari desentralisasi yang
dijalani salah suatu Negara. Desentralisasi fiskal di definisikan sebagai penyerahan
tanggungjawab keuangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintah daerah
yang ada di bawahnya. Di Indonesia sendiri desentralisasi fiskal di wujudkan dalam
bentuk dana perimbangan yang diatur dalan UU No 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan
sebagai wujud dari desentralisasi fiskal ini ditetapkan setiap tahunnya dalam
anggaran APBN.

Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan pemerintah daerah yang
berasal dari APBN. Menurut UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah dana yang bersumber dari
APBN vyang digunakan untuk membiayai kewenagan dan kebutuhannya sebagai
wujud dari desentralisasi. Dana perimbangan ini digunakan sebagai pengurang
kesenjangan fiskal antar daerah, maupun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Dana perimbangan merupakan satu keatuan utuh yang merupakan sistem

transfer dana dari pemerintah. Sumber pendanaan utama langsung dikelola oleh
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Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah
Pusat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pemerintahan  Republik  Indonesia menganut asas  desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini
diselengarakan karena tidak semua wewenag dan tugas pemerintah dapat dilakukan
dengan asas desentralisasi. Pada asas Desentralisasi Dana Perimbangan ini terdiri atas
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil
(DBH) (Hoesada, 2015).

1. Dana Alokasi Umum

Melalui otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih
mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Setiap daerah
mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-
kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan
daerah lainnya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari
pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya
menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Tujuan dari

DAU menurut UU No 23 Tahun 2014 yaitu pemerataan kemampuan keuangan
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antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

Proporsi DAU ditetapkan berdasarkan pertimbangan urusan Pemerintahan
yang diserahkan kepada Daeah Provinsi dan kabupaten kota. Jumlah DAU
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU), pemerintah juga memberikan Dana
Alokasi Khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional (UU No. 33 Tahun 2004).

2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus, disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
DAK dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah (UU No 33 Tahun 2004).

Pemerintah menetapkan DAK dengan menggunakan tiga kriteria yakni
Kriteria umum, Kkriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah penerima DAK wajib
menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari alokasi
DAK. Akan tetapi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan

menyediakan dana pendamping.
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3. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil termasuk dalam kategori dana perimbangan. Dana
perimbangan berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006, dana perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari APBN yang alokasinya kepada daerah
digunakan untuk membiayai suatu kegiatan pemerintahannya dalam rangka
desentralisasi fiskal yang tujuannya untuk mendapatkan keseimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat dua kategori dana bagi
hasil yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (UU No 32

Tahun 2004).

2.1.4. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran atau belanja pemerintah baik pusat maupun
daerah yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifathya menambah
asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi,
termasuk di dalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya
mempertahannkan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan
kuatitas asset menurut Hidayat 2013 dalam (Amalia N dan Haryanto, 2019).

Berdasarkan Peraturan Mentri dalam Negeri No 13 tahun 2006 pasal 53 ayat
1: belanja modal sebagimana dimaksudkan dalam sebagiamana dimaksud dalam
dalam pasal 50 huruf ¢ digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian atau pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan,
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seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan , jalan, irigasi
dan jaringan, dan asset tetap lainnya (ernawati daRiharjo, 2017).

Pengeluaran yang dilakukan untuk pembiayaan pemeliharaan yang bersifat
menambah masa manfaat dan menyebabkan peningkatan kapasitas asset dimasukkan
dalam kategori belanja modal. Belanja modal terdiri dari belanja yang dalam
memperoleh tanah, peralatan, dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja asset lainnya (Andriana 2020).

Dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari pendapatan asli
daerah maupun bantuan atau transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal bertujuan
untuk perbaikan dan perkembangan berbagai sector. Hal ini dikarenakan bila suatu
daerah memiliki sarana dan prasarana yang baik serta tingkat operasinonal yang baik
maka dapat menunjang kelancaran usaha, yang lama kelamaan dapat menunjang

kemandirian daerah (Novitasari dan Novitasari, 2019).

2.1.5. Pajak Daerah

Otonomi daerah penyerahan kekuasaan sesuai dengan asas money follows
function yakni penyerahan kewenangan daerah yang harus dibarengi oleh penyerahan
sumber sumber pembiayaan yang sebelumnya di pegang oleh pemerintah pusat. Salah
satu sumber pembiayaan yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah pajak
(Febriyanti dan Faris, 2019).

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari pendapatan asli daerah. Pajak

adalah biaya yang dibebankan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau
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kegiatan, yang terjadi dalam batas teritorialnya. Pajak daerah adalah pendapatan asli
daerah yang bersumber dari pajak. Pajak juga dianggap sebagai kontribusi utama
suatu pendapatan di berbagai negara (Novitasari dan Novitasari, 2019).

Pajak daerah dapat diatikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
yang bersifat memaksa. UU no 34 tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah
adalah iruran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa
adanya imbalan langsung yang dipaksakan menurut undang-undang yang berlaku
yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembagunan daerah
(wahyuningsih 2015).

Dari kewenangan pemungutannya pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu
pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan pajak
daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten / kota. Pajak
daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor dan
kendaraan atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air pemukiman (Wahyuningsih, 2015).

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/ Kota meliputi pajak
hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Pajak daerah ditur dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Bahan galian golongan cdiatur dalam PP No 65 pasal 63 yang meliputi asbes, batu
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tulis, batu setengah permata , batu kapur , batu apung dan lain sebagainya yang telah
di tetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pajak daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang memberikan
kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Jadi semakin besar pendapatan pajak
daerah maka pendapatas asli daerah juga akan semakin besar. Terealisasinya target
dari pemerintah daerah atas pajak yang ditentukan maka akan memberikan indikasi
yang baik bagi keuangan daerah dalam mengatur pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.semakin tinggi pendapatan asli daerah maka akan menunjukkan

tingkat kemandirian daerah yang tinggi (susanti dkk, 2017).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dalam penelitian ini digunakan
untuk membantu mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berpikir
mengenai penelitian ini. Selain itu, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan
dari faktor penting lainya sekaligus sebagai wawasan berfikir bagi peneliti. Penelitian

yang dikaji meliputi:



Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan
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No Nama Judul / Tahun Metode Penelitian Hasil
Penulis
1. | R. Neneng | Pengaruh Metode yang | Bedasarkan hasil
Rina Pendapatan Asli | digunakan dalam | penelitian dan
Andriani Daerah dan | penelitian ini | pengolahan data
dan Nisa | Dana adalah metode | menunjukan bahwa
Noor Wahid | Perimbangan deskriptif Pendapatan Asli
Terhadap menggunakan Daerah berpengaruh
Kemandirian pendekatan  studi | terhadap
Keuangan kasus. Teknik | Kemandirian
Daerah / 2019 analisis data yang | Keuangan  Daerah
digunakan adalah | dan Dana
tehnik analisis | perimbangan
regresi berganda. berpengaruh
Sampel dalam | terhadap
penelitian ini | Kemandirian
adalah pemerintah | Keuangan Daerah.
kota Tasikmalaya
dari tahun 2006-
2015
2. | Maya Pengaruh Pajak, | Metode yang | Hasil penelitian
Novitasari Retribusi, DBH, | digunakan  dalam | menunjukan bahwa
dan Lita | Belanja Modal | penelitian ini | pajak daerah,
Novitasari dan adalah metode | retribusi daerah dan
Pertumbuhan kuantitatif dengan | belanja modal
Ekonomi menggunakan  uji | berpengaruh
Terhadap regresi  berganda | terhadap
Kemandirian sebagai alat | kemandirian
Daerah / 2019 analisisnya. keuangan  daerah.
Sampel pada | Sedangkan DBH dan
penelitian ini | pertumbuhan
adalah 38 | ekonomi tidak
kabupaten dan kota | berpengaruh
di Jawa Timur terhadap
kemandirian

keuangan daerah.

Tabel berlanjut...
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Afifah Analisis Metode penelitian | Penelitian ini
Fauziah Pengaruh ini  menggunakan | menunjukan bahwa
Amalia N | Pendapatan Asli | metode kuantitatif | pendapatan asli
dan Daerah, Dana | dengan daerah berpengaruh
Haryanto Alokasi Umum, | menggunakan terhadap  Tingakat
dan Belanja | analisis regresi | Kemandirian
Modal Terhadap | linier berganda. keuangan  Daerah,
Tingkat sedangkan Dana
Kemandirian Alokasi Umum dan
Keuangan Belanja Modal tidak
Daerah pada berpengaruh
Pemerintah terhadap tingkat
Daerah Kemandirian
Kabupaten/Kota Keuangan Daerah.
di Provinsi Jawa
Tengah  Tahun
2012-2017 /
2019
Nareswari Pengaruh Metode yang | Hasil penelitian ini
Listya Pendapatan Asli | digunakan  dalam | menunjukan bahwa
Nindita dan | Daerah (PAD), | penelitian ini | Pendapatan Asli
SriRahayu | Dana  Alokasi | adalah  kuantitatif | Daerah berpengaruh
Umum (DAU), | dengan terhadap tingkat
Serta  Belanja | menggunakan kemandirian
Modal Terhadap | analisis regresi. keuangan  daerah,
Tingakt sedangkan Dana
Kemandirian Alokasi Umum tidak
Keuangan berperngaruhterhada
Daerah p Kemandirian
Kabupaten/Kota Keuangan Daerah.
Provinsi  Jawa Serta Belanja Modal
Barat /2018 berpengaruh negatif

terhadap
kemandirian
keuangan daerah.

tingkat

Tabel berlanjut...
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Feni Pengaruh Pajak | Metode yang | Hasil dalam
Febriayanti | Daerah dan | digunakan  dalam | penelitian ini
dan Retribusi penelitian ini | menyebutkan bahwa
Muhammad | Daerah terhadap | adalah metode | pajak daerah
Faris Kemandirian kuantitatif dengan | berpengaruh
Keuangan menguji  hipotesis | terhadap
Daerah pada | dengan uji regresi | kemandirian
Pemerintah linier berganda. keuangan  daerah.
Kabupaten / Retribusi daerah
Kota di Provinsi dalam penelitian ini
Jawa Timur juga berpengaruh
Tahun 2015- signifikan positif
2017 /2019 terhadap
kemandirian
keuangan daerah
pada pemerintah
Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015-2017.
Panca Pengaruh Pajak | Metode analisis | Hasil penelitian ini
Wahyunings | Daerah , | data yang | menunjukkan bahwa
ih Retribusi digunakan  dalam | pajak daerah
Daerah dan | penelitian ini | berpengaruh  positif
Dana  Alokasi | menggunakan dan signifikan
Umum metode kuantitatif | terhadap
Terhadap dengan analisis | kemandirian daerah.
Kemandirian regresi linier | Variabel retribusi
Daerah  (Studi | berganda. juga berpengaruh
Kasus Pada positif signifikan
Kabupaten/Kota terhadap
Di Propinsi Bali kemandirian daerah.
Periode  2011- Sedangkan variabel
2015)/ 2015 DAU  berpengaruh
negative dan tidak
signifikan terhadap
kemandirian

keuangan daerah.

Tabel berlanjut....
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Ernawati Pengaruh Metode yang | Hasil dari penelitian
dan lIkhsan | Kinerja digunakan dalam | ini membuktikan
Budi Pendapatan Asli | penelitian ini | bahwa Kinerja
Riharjo Daerah dan | adalah  kuantitatif | pendapatan asli
Belanja Modal | dengan analisis | daerah berpengaruh
terhadap regresi linier | positif terhadap
Kemandirian berganda. tingkat kemandirian
Keuangan keuangan  daerah.
Daerah /2017 Belanja modal juga
berpengaruh positif
terhadap tingkat
kemandirian
Keuangan  daerah
Kabupaten /Kota
Provinsi Jawa
Timur.
Nina Pengaruh Dana | Peneelitian ini | Hasil penelitian
Andriana Perimbangan menggunakan data | menunjukan bahwa
dan Belanja | panel, peneliti | Dana Alokasi Umum
Modal terhadap | menggunakan tidak signifikan
Kemandirian regresi  berganda | berpengaruh
Daerah/ 2020 dengan fixed effect | terhadap

methode
diolah
menggunakan
STATA.

yang

kemandirian daerah,
dana alikasi khusus
mempunyai
pengaruh signifikan
terhadap
kemandirian daerah,
dana bagi hasil tidak
berpengaruh
terhadap
kemandirian daerah.
Belanja Modal
mempunyai
kooefisien
namun
signifikan
mempengaruhi
kemandirian daerah.

positif
tidak

Tabel berlanjut...
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9. | Riswanda Analisis Penelitian ini | Hasil penelitian ini
Imawan dan | Kemandirian menggunakan menunjukan bahwa
Agus Keuangan metode kuantitatif, | belanja modal
Wahyudin Daerah Provinsi | denggan dengan arah negative

Jawa  Tengah | menggunakan uji | berpengaruh
tahun Anggaran | regresi linier. | terhadap
2010-2012 Penelitian ini | kemandirian daerah,
12014 menggunakan data | ukuran dan wealth
sekunder Laporan | berpengaruh positif
Realisasi terhadap
Anggaran. kemandirian
keuangan daerah
sedangkan leverage
tidak  berpengaruh
terhadap
kemandirian daerah.
10.| Dina Analisis Penelitian ini | Hasil penelitian ini
Apriana dan | Hubungan menggunakan menunjukan bahwa
Rudy Antara Belanja | metode kuantitatif | belanja modal
Suryanto Modal, dengan berpengaruh
Pendapatan Asli | menggunakan uji | negative dan tidak
Daerah , | regresi berganda signifikan terhadap
Kemandirian kemandirian
Daerah dan keuangan  daerah,
Pertumbuhan PAD  berpengaruh
Ekonomi terhadap
Daerah  (Studi kemandirian daerah.
pada Kabupaten Belanja modal juga
dan Kota se tidak  berpengaruh
Jawa —Bali) terhadap
/2010 pertumbuhan
ekonomi, kemudian
PAD  berpengaruh
terhadap
pertumbuhan

ekonomi.
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2.3. Kerangka Berpikir

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik terwujud dari
kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh antara desentralisasi fiskal yang diwakili oleh Dana Perimbangan yang
terdiri atas tiga variable yakni Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
Bagi Hasil serta Investasi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Daerah.

Digambarkan dengan:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Desentralisasi Fiskal

Belanja Modal Kemandirian Daerah (Y)

Pajak Daerah

2.4. Hipotesis
Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi
problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Adapun hipotesis penelitian ini,

yaitu sebagai berikut:
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2.4.1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal (Dana Perimbangan) terhadap
Kemandirian Daerah

Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang digunakan sebagai
sumber pembiayaan sebagai perwujudan dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu bentuk
dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan
kepada pemerintah daerah digunakan sebagai aspek pemerataan dan keadilan. DAU
digunakan sebagai sumber pendanaan karena merupakan pendapatan dari pemerataan
penghasilan antar daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam
rangka desentralisasi (Kustianingsih et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Wahid (2018) mengatakan
bahwa hasil penelitian menujukkan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap
Kemandirian Keuangan Daerah. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh
Lestari, Dali, dan Abdullah, (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif
terhadap kemandirian keuangan daerah. Ini berarti semakin kecil DAU maka
Kemandirian Daerah akan semakin besar.

Hasil penelitian yang dilakukan Kustianingsih (2019) dan (Tahar & Zakhiya,
2011) serta (Tjahjono & Oktavianti, 2016) juga menyatakan bahwa DAU
berpengaruh negatif terhadap Kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan uraian
diatas, maka dapat diasumsikan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Desentralisasi Fiskal (Dana Perimbangan) berpengaruh negatif terhadap

kemandirian daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
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2.4.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah

Belanja modal merupakan salah satu bentuk pengeluaran atau belanja
Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat yang sifatnya menambah asset yang
manfaatnya akan diterima lebih dari satu periode Akuntansi. Pembiayaan dalam
rangka pemeliharaan juga termasuk dalam belanja modal, karena sifatnya
mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan kapsitas dan
kualitas asset (Amalia N dan Haryanto, 2019).

Dana yang digunakan dalam pengeluaran belanja modal bisa bersumber dari
pendapatan asli daerah maupun transfer dari pemerintah pusat. Belanja modal juga
bertujuan sebagai pembangunan dan perbaikan di berbagai sector. Operasional suatu
daerah berjalan baik dan sarana serta prasaranya baik maka dapat menunjang
kemandirian daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari
dan Novitasari, 2019) yang mengatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif
terhadap kemandirian daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut :

H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah pada

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

2.4.3. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah
Pajak merupakan biaya yang dibebankan pemerintah kepada suatu produk,
pendapatan, atau kegiatan yang terjadi di batas teritorialnya. Pendapatan asli daerah

terbesar bersumber dari pajak yang biasa disebut sebagai pajak daerah. Perpajakan
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untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Di berbagai negara pajak
dianggap sebagai sumber pendapatan ang utama (Novitasari dan Novitasari, 2019) .

Pajak daerah merupakan salah satu komponen PAD yang paling dominan
sebagai penerimaan dasar (Febriyanti dan Faris, 2019). Menurut penelitian yang
dilakukan oleh (Novitasari dan Novitasari, 2019) pajak daerah berpengaruh positif
terhadap kemandirian keuangan daerah begitu pula dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Febriyanti dan Faris, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut:

H3 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah pada

pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.



BAB I
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian
Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari penyusunan proposal hingga
terselesainya laporan penelitian yaitu pada bulan Juni 2020 sampai bulan Oktober
2021. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

di Provinsi Jawa dengan mengunakan data Laporan Realisasi Anggaran 2015-2019.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang meneliti populasi atau
sampel tertentu dengan menggunakan metode eksperimen. Berdasarkan tingkatannya,
penelitian ini tergolong penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang mencari pengaruh

atau hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017).

3.3. Populasi, Sampel, Tehnik Pengambilan Sampel
3.3.1. Populasi

Populasi adalah semua elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (Sugiyono, 2017). Jadi populasi adalah
keselurahan dari subjek data yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018 yang
melakukan investasi daerah. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 35

pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2019.

34
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3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi
(Sugiyono, 2017). Sampel yang diambil dalam penelitian harus mewakili populasi.
Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 175 Pemerintah daerah kabupaten dan

kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah teknik yang digunakan dalam mentukan
sampel penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
yaitu nonprobability sampling. Nonprobability sampling merupakan teknik yang
tidak memberikan peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi,
teknik nonprobability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah
purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki dana Dana Perimbangan

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki pengeluaran Belanja

Modal
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki pendapatan Pajak

Daerah.

3.4. Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang

bersumber dari dokumentasi (Sugiyono, 2017). Data dokumentasi dapat berupa data
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hasil penelitian yang telah lalu yang dilakukan oleh peneliti maupun orang lain. Data
sekunder dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
(LKPD) kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019. Sumber data
dalam penelitian ini didapatkan dari web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Kementrian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik
dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang dilakuakan
oleh peneliti sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2017). Dokumentasi yang

digunakan adalah dokumentasi dengan kriteria yang telah disebutkan diatas.

3.6. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga bisa diperoleh informasi tentang hal
tersebut dan dapat ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2017). Penelitian ini terdiri dari
enam variabel penelitian yang terdiri atas satu variabel dependen dan tiga variabel

independen yaitu sebagai berikut:


http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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3.6.1. Variabel Dependen
Variabel dependen atau variabel terikat marupakan variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen

(Sugiyono, 2017). Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kemandirian Daerah.

3.6.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel
dependen (Rahmat dan Arifin, 2013). Variabel independen pada penelitian ini adalah

Dasentralisasi Fiskal (Dana Perimbangan), Belanja Modal, dan Pajak Daerah.

3.7. Definisi Operasional Variabel
3.7.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah
sebagai dana dukungan untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, dan Dana Bagi Hasil . Dana Aloksi Umum dihitung dengan rumus :

Dana Perimbangan
TOTAL PENDAPATAN DAERAH

100%



38

3.7.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh
asset tetap dan asset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Dana yang digunakan untuk belanja modal dapat berasal dari Pendapatan
asli daerah maupun bantuan transfer dari pemerintah (Novitasari dan Novitasari,
2019) belanja modal diukur dengan :

Belanja Modal

1009
Belanja Daerah &

3.7.3. Pajak Daerah

Mmenurut Mardiasmo 2013 dalam (Febrianti dan Faris 2019) menyatakan
bahwa pajak daerah merupakan iuran langsung yang dilakukan oleh pribadi atau
badan tanpa imbalan langsung dari pemerintah. Pajak yang dibayarkan menjadi
penerimaan daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai biaya penyelenggaraan
pemerintah daerah, pajak merupakan penghasilan pendapatan terbedar dalam

pemerintah daerah, pajak daerah diukur dengan (Novitasari dan Novitasari, 2019) :

Pajak Daerah

0
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 100%

3.7.6. Kemandirian Daerah
Kemandirian daerah di definisikan dengan seberapa besar tingkat kemandirian

pemerintah daerah dalam pendanaan atau mendanai segala aktivitasnya. Dengan
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mengandalakan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan. Kemandirian

daerah diukur dengan (Haryanto, 2019) :

Pendapatan Asli Daerah

x100%

Rasio kemandirian =
Total Pendapatan Daerah

3.8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar
dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Untuk itu maka diperlukan alat uji SPSS untuk
membantu dalam pengolahan data. Model pengujian yang digunakan untuk menguji

hipotesis dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik, statistik diskriptif, uji hipotesis.

3.8.1. Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian
dilakukan menguji apakah model regresi tersebut baik atau tidak. Penelitian ini, uji
asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal (Ghozali, 2016). Pada uji
uji statistik F dan uji t diasumsikan bahwa nilai residual terdistribusi normal,
apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjaadi tidak valid pada sejumlah

sampel kecil.
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Terdapat dua cara pengujian yang dapat digunakan untuk melihat apakah
nilai residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan
analisis statistik (Ghozali, 2016). Cara yang dapat dilakukan untuk menguji
normalitas yaitu dengan analisis statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov Test.
Cara ini dirasa lebih efektif untuk menghindari kesalahan penilaian visual apabila
menggunakan analisis grafik.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika
variabel independen saling berkorelasi maka nilai korelasi antar semua variabel
sama dengan nol (Ghozali, 2016).

Multikolonieritas dapat dideteksi dengan menganalisis matrik korelasi antar
variabel independen atau dengan perhitungan nilai Tolerance dan VIF. Pada
analisis matrik korelasi antar variabel independen jika antar variabel memiliki
korelasi yang cukup tinggi umumnya diatas 0,90, maka hal ini mengindikasikan
adanya multikolinieritas. Langkah lainnya dengan melihat hasil uji
multikolineritas dapat diketahui dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika
VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka dapat dikatakan bahwa model regresi

tidak terdapat gangguan multikolinearitas (Ghozali, 2016).
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3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain (Ghozali, 2016). Apabila variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas dan apabila
berbeda disebut dengan Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah
homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas Menurut Ghozali, (2016)
ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokeastisitas yaitu
dengan melihat menggunakan uji gletser.

Uji Gletser mengemukakan untuk meregres nilai absolut residual terhadap
variabel independen. Apabila variabel independen signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heterokedastisitas.
Jika tingkat probabilitas diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas (Ghozali,
2016).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi linier ada korelasi
antara kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Apabila terjadi korelasi, maka
dinamakan masalah autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya, masalah ini muncul

karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.
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Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Cara
yang dapat digunakan untuk menguji adanya autokorelasi yaitu dengan uji Run
test. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed)<0,05 maka data residual terjadi secara
tidak randomatau terjadi autokorelasi. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05
maka data residual terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi (Ghozali,

2016).

3.8.2. Uji Ketepatan Model
1. UjiF

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel
independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen
(Ghozali, 2016). Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan
nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu
0,05. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka variabel independen mampu
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. Apabila F
hitung lebih besar dibandingkan Ftabel maka HO ditolak dan HA diterima.
2. Uji Koefisien Determinas

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model
regresi (Ghozali, 2016). Goodnes-fit merupakan pengujian sejauh mana kemampuan
model dalam menjalankan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi
adalah nol sampai dengan satu. Jika nilai adjusted Rz menunjukkan nilai yang kecil,

maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen
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rendah. Sebaliknya, jika nilai adjusted R? mendekati nilai satu berati variabel-variabel
independen memberikan hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan anatara dua
variabel serta lebih menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan

independen (Ghozali, 2017). Model persamaan regresinya yaitu:

KD = a + B1DAU + B2DAK + B3DBH + Balnves + BsPAD + ¢

Keterangan :

KD = Kemandirian Daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
DAK = Dana Alokasi Khusus
DBH = Dana Bagi Hasil

Inves = Investasi Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah
a = konstanta

B = koefisien

€ = Eror
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3.8.4. Uji Hipotesis

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen
(Ghozali, 2016). Pemgujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi
0,05. Kriteria pengambilan keputusannya adalah :
1. Jika nilai t < 0,05, maka hipotesis ditolak, ini menunjukkan bahwa suatu variabel
independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
2. Jika nilai t > 0,05, maka hipotesis diterima, ini menunjukkan bahwa suatu variabel

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen..



BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal
(dana perimbangan), belanja modal (pengeluaran pemerintah), dan pajak daerah
(pendapatan pemerintah) terhadap kemandirian daerah. Data penelitian ini deperoleh
dari direktorat jendral perimbangan keuangan di bawah kementrian keuangan
(djpk.kemenkeu.ac.id).

Pengambilan sampel menggunakan kriteria purposive sampling. Dari Kkriteria
ada 35 pemerintah kabupaten dan kota dengan total pengmatan 175 namun ada
beberapa data yang terkena outlire sehingga hanya tersisa 125 data pengamatan. Jenis
penelitian ini yaitu penelitian data sekunder dengan penyelesaian data diolah

menggunakan program spss 22.0

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Peneliti  menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memperoleh
gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai
rata-rata dan standar devisiasi. Statistic deskriptif untuk variabel independen dan

variabel dependen dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:
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Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Minimu | Maximu Std.
N m m Mean Deviation

Desentralisasi 115 51 72| 6214 04298
Fiskal

Belanja Modal 115 .04 .32 1714 04271
Pajak Daerah 115 .02 .09 .0387 .01630
Kemandirian 115 09 20| 1460 02598
daerah

Valid N (listwise) 115

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa:

1. Desentralisasi Fiskal
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Berdasarkan tabel output spss dapat dilihat bahwa pada variabel

desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio pendapatan. Menunjukkan bahwa

nilai terendahnya adalah 0,51 dan dimiliki oleh Kabupaten Magelang tahun 2017,

sedangkan nilai tertingginya sebesar 0,72 yang dimiliki oleh kabupaten Blora

Tahun 2016. Variabel desentralisasi fiskal memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6214

dengan standar devisiasi sebesar 0,04298.

2. Belanja Modal

Berdasarkan tabel output spss dapat dilihat bahwa variabel belanja modal

yang di ukur menggunakan rasio pengeluaran. Menunjukkan bahwa nilai

terendahnya adalah 0,04 dan dimiliki oleh kabupaten rembang tahun 2015,

sedangkan nilai tertingginya sebesar 0.32 yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus
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pada tahun 2016. Variabel belanja modal memiliki nilai rata rata sebesar 0,1714
dengan nilai standar devisiasi sebesar 0,04271.
3. Pajak Daerah

Berdasarkan tabel output SPSS dapat dilihat bahwa variabel Pajak daerah
yang diukur dengan menggunakan pendapatan. Menunjukkan bahwa nilai
terendah yang dimiliki sebesar 0,02 yang dimiliki oleh Kabupaten banjar negara
tahun 2015, 2016 dan 2017 , sedangkan nilai tertinggi sebesar 0,09 dimiliki oleh
kabupaten karangayar tahun 2019. Variabel pajak daerah memiliki nilai rata-rata
sebesar 0,387 dengan nilai standar devisiasi sebesar 0,01630.

4. Kemandirian Daerah

Berdasarkan tabel output SPSS sapat dilihat bahwa variabel Kemandirian
Daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian menunjukkan bahwa
nilai terendah yang dimiliki sebesar 0.09 yang dimiki oleh kabupaten Blora tahun
2015 dan 2016 serta Kabupaten Klaten 2015. Nilai kemandirian daerah tertinggi
sebesar 0.20 dimiliki oleh Kabupaten Karanganyar tahun 2017. Variabel
Kemandirian daerah memiliki nilai rata-rata 0.1460 dengan nilai standar devisiasi

sebesar 0.02598.
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalilitas dilakukan untuk menguji data penelitian berdistribusi
secara normal atau tidak dengan menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov. Dasar
acuan yang digunakan vyaitu jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak
terdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi >0,05 maka data
terdistribusi normal (Ghizali,2016). Berikut ini hasil pengujian normalitas
menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual
N 175
Normal Parameters®®  Mean .0000000
Std'. . .03108822
Deviation
Most Extreme Absolute .072
Differences Positive .072
Negative -.037
Test Statistic .072
Asymp. Sig. (2-tailed) .026°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber : data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan 0,026.

Apabila dibandingkan dengan nialai signifikansi yang digunakan sebagai
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acuan maka 0,020 < 0,05 artinya data tersebut tidak terdistribusi secara
normal. Untuk mengatasi data yang tidak terdistribusi secara normal maka
peneliti menggukan outlier data (Ghozali,2016). Setelah data di outlier maka
hasil uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz
ed Residual
N 115
Normal Parameters®  Mean .0000000
Std'. . .01989318
Deviation
Most Extreme Absolute .075
Differences Positive .075
Negative -.040
Test Statistic .075
Asymp. Sig. (2-tailed) 133°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Test Statistic Kolmogorov-
Smirnov adalah 0,075 dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,133. Apabila
dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan sebagai dasar pengukuran
maka 0,133 > 0,05 sehingga dalam penelitian tersebut terdistribusi normal.

2. Uji Multikoliaritas
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Uji Multikoliniaritas bertujuan untuk menemukam apakah adanya korelasi
antar variabel bebas dalam model penelitian yang digunakan. Model yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas dalam model. Acuan
penilaian yang digunakan yaitu apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10
maka tidak terdapat masalah multikoliniaritas dalam model (Ghozali, 2016). Hasil

pengolahan data uji multikoliniaritas sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikoliniaritas

Coefficients?

Standard
ized
Unstandardized | Coeffici Collinearity
Coefficients ents Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta T Sig. | nce VIF
1 (Constant) 139 030 471.59 000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 |.047 -.098 1.27 |.204 |[.889 |1.124
8
Belanja 032 |.047 |.052 |.685 |.495 |.903 |[1.107
Modal
Pajak Daerah | go0 | 193 | 622 2'06 000 |.889 |1.125

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui nilai VIT untuk masing-masing variabel

bebas meliputi desentralisasi fiskal, belanja modal, dan pajak daerah 1,124; 1,107,
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dan 1,25. Sehingga nilai VIF untuk setiap variabel tersebut kurang dari 10 , maka
tidak terdapat masalah multikolinieritas. Selanjutnya untuk nilai Tolerance setiap
variabel tersebut adalaha 0.889; 0,903; dan 0,889. Sehingga nilai Tolerance
untuk setiap variabel tersebut lebih besar dari 0,10 maka tidak terdapat masalah
multikolinieritas.
3. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Gletser
yaitu dengan melakukan uji regresi nilai absolute dari unstarlized residual sebagai
variabel terikat dengan variabel bebas berupa desentralisasi fiskal, belanja modal
dan pajak daerah. Sebuah model dinyatakan tidak terdapat masalah
heterokedastisitas apabila memenuhi persyaratan signifikansi dari keseluruhan

variabel bebas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heterokedastisitas
Correlations

Desent
ralisasi | Belanja | Pajak Unstandardiz
Fiskal | Modal Daerah |ed Residual
Spear Desentra Correlation o o
mF;n's lisasi Coefficient 1.000 |.247 267 059
rho  Fiskal  Sijg. (2-tailed) |. .008 .004 529
N 115 115 115 115
Belanja  Correlation . -
Modal  Coefficient 2477 11,000 -307 ~033
Sig. (2-tailed) |.008 |. .001 725
N 115 115 115 115
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Pajak Correlation
Daerah  Coefficient

Sig. (2-tailed) |.004 .001 . .807
N 115 115 115 115
Unstanda Correlation

-.2677|-.307" 1.000 .023

dized  coefficient | 1?0 | 038 023 1.000
Residual = Sig. (2-tailed) |.529 |[.725 807 :
N 115|115 115 115

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari
desentralisasi fiskal, belanja modal dan pajak daerah lebih besar dari 0,05 (sig >
0,05), yang artinya bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model
regresi.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier tedapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Runs Test. Uji Runs Test
digunakan untuk menguji apakah antar residual tidak terdapat korelasi yang tinggi
(Ghozali,2016). Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka
dikatakan residual acak atau random.

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah

autokorelasi antar residual, sebaliknya jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka
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terjadi masalah autokorelasi antar residual. Di bawah ini merupakan hasil uji
autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test
Unstandardized
Residual

Test Value? -.00072

Cases < Test Value |57

Cases >= Test Value |58

Total Cases 115
Number of Runs 49

Z -1.779
Asymp. Sig. (2-

tailed) 075
a. Median

Sumber: Data diolah 2021
Dapat dilihat dari tabel diatas nilai Asymp.Sig (2-tailed) 0,075 > 0,05
Artinya data residual terjadi secara random atau tidak terjadi autokorelasi

dalam model.

4.2.3 Uji Ketepatan Model
1. UjiF
Menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari
persamaan regresi secara bersama-sama maka digunakan Uji F. Apabila nilai

signifikansi <0,05 maka variabel independen mampu mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. Sebaliknya apabila nilai
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signifikansi > 0,05 maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel
dependen secara signifikan atau hipotesis di tolak. Hasil uji F dapat dilihat pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Uji F
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares Df Square F Sig.
1 Regression |.032 3 011 26.118 |.000P
Residual .045 111 .000
Total 077 114

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal

Sumber: Data sekunder diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas nilai signifikansi F sebesar 0,00 hal ini berarti nilai
signifikansi F 0,00< 0,05 jadi model penelitian dapat dikatakan fit atau layak

untuk diuji dengan menggunakan analisis regresi.

2. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengetahui seberapa besar
variabel independen menerangkan variasi perubahan variabel dependen. Jika nilai
R2 yang kecil maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel
dependen rendah. Sebaliknya, jika nilai R? mendekati nilai satu maka variabel

independen hampir memeberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk
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memprediksi variabel-variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary®

Adjusted R|Std. Error of|Durbin-
Model | R R Square | Square the Estimate | Watson
1 .6432 414 .398 .02016 1.477
a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi
Fiskal

b. Dependent Variable: Kemandirian daerah
Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tebel diatas dapat dilihat bahwa nilai Ajusted R square
sebesar 0,398. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel desntralisasi fiskal,
belanja modal dan pajak daerah mamppu menjelaskan variabel kemadirian
daerah sebesar 39,8%. Variabel lainnya sebesar 60,2% dijelaskan oleh

variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini.

4.2.4 Anailis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda di gunakan untuk menguji pengaruh variabel-

veriabel dependen dengan variabel independen. Persamaan regresi dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:



Tabel 4.9
Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients?
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Standardi
zed
Unstandardized Coefficie Collinearity
Coefficients nts Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta T Sig. | nce VIF
1  (Constant) 139 .030 4.597 (.000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 .047 -.098 1978 204 |.889 [1.124
Belanja 032|047 |.052 685 |.495 |.903 |1.107
Modal
Pajak Daerah 1.990  |.123  [.622 8.063 |.000 |.889 |1.125

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah

Sumber : Data sekunder diolah, 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat dirumuskan model regresi sebagai berikut:
KD = 0-0,060DF+0,032BM+0,99PD+e

Interpretasi dari persamaan diatas :

1. Coefficient nilai C (kontanta) sebesar 0,139. Artinya kemandirian daerah akan

bernilai 0,139 jika desentralisasi fiskal, belanja modal dan pajak daerah

sebesar O.

2. Coefficient regresi variabel desentralisasi fiskal bernilai negative sebesar -

0.060 menunjukkan apabila desentralisasi fiskal mengalami kenaikan satu

persen maka kemandirian daerah akan mengalami penurunan sebesar 0.060
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atau 6%. Kaoefisien bernilai negative artinya desentralisasi fiskal dan
kemandirian daerah mememiliki hubungan yang negatif, maka kenaikan
dentralisasi fiskal akan mengakibatkan penurunan pada kemandirian daerah.

. Coefficient regresi variabel belanja modal bernilai positif sebesar 0.032
menunjukkan apabila kemandirian daerah mengalami kenaikan satu persen
maka kemandirian akan mengalami kenaikan sebesar 0,032 atau 3,2%.
Koefisien bernilai positif artinya belanja modal dan kemandirian daerah
memiliki hubungan yang positif, maka kenaikan belanja modal akan
mengakibatkan kenaikan kemandirian daerah.

. Coefficient regresi variabel pajak daerah bernilai positif sebesar 0.99
menunjukkan apabila pajak daerah mengalami kenaikan satu persen maka
kemandirian daerah akan mengalami kenaiakan sebesar 0.99 atau 99%.
Koefisien yang bernilai positif artinya pajak daerah dan kemandirian daerah
memiliki hubungan yang positif, maka kenaikan pajak daerah akan

mengakibatkan kenaikan kemandirian daerah.

4.2.5 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji koefisien parsial dari regresi dan

menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen terhadap variabel dependen

dengan mengaggap variabel independen lain konstan. Apabila signifikansi <0,05

maka Ho ditolak dan H1 diterima, ini menunjjukan bahwa sautu variabel independen

individual mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan apabila nilai
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signifikansi>0,05 maka Ho diterima dan H1 ditolak. Hasil uji Hipotesis yakni sebagai

berikut:
Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients?
Standardi
zed
Unstandardized Coefficie Collinearity
Coefficients nts Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta t Sig. | nce VIF
1  (Constant) 139 .030 4.597 |.000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 .047 -.098 1278 204 |[.889 1.124
Belanja 032 |047 |02 685 |.495 |.903 |1.107
Modal
Pajak Daerah ].990  |.123  |.622 8.063 [.000 |.889 |1.125

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
Sumber : Data sekunder diolah, 2021

1. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi 0,204 > 0,05 maka
variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan
nilai coefficients -0,060 menunjukkan hubungan negative antara desentralisasi
fiskal dengan kemandirian daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi
fiskal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah (hl ditolak).

Dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa desentralisasi fiskal

berpupa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
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Seharusnya dana perimbangan berpengaruh negative terhadap kemandirian daerah
seperti penelitian yang dilakukan oleh (Andriani dan Wahid, 2018) menyatakan
bahwa Dana Perimbangan Berpengaruh negative terhadap Kemandirian Daerah.
Dalam hasi penelitian ini dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap
kemandirian daerah dapat diakibatkan oleh tidak meratanya dana perimbangan
yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di jawa
tengah.

Setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota di berikan nilai dana Perimbangan
yang berbeda beda sesuai dengan jumlah dana perimbangan yang dibutuhkannya.
Selain itu dana perimbangan di nilai rendah karena kemandirian daerah Jawa
Tengah juga dinilai rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Ginting, Hamzah, dan Sofilda, 2019).

2. Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi 0,495 > 0,05 maka
variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan
nilai coefficients 0,032 menunjukkan adanya hubungan positif antara belanja
modal dan kemandirian daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja modal

tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah (hl ditolak).

3. Pajak Daerah
Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi 0,00<0,005 maka variabel

pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Dengan nilai coefficient
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sebesar 0.990 menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pajak daerah
dengan kemandirian daerah. Artinya pajak daerah berpengaruh positif signifikan

terhadap kemadirian daerah (h1 diterima).

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Tabel 4.11

Hasil Pegujian Hipotesis

No | Variabel Koefisien | Hasil Keputusan
H1 | Desentralisasi Fiskal Nilai sig. 0,204 > 0,05 H1 diterima
-0,060 HO ditolak
H2 | Belanja Modal 0.032 Nilai sig. 0,495 > 0,05 H1 di tolak
: HO diterima
H3 | Pajak Daerah Nilai sig. 0,00 < 0,005 H1 diterima
0,990 HO ditolak

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka pembuktian hasil uji hipotesis dapat interpretasikan

sebagai berikut:

1. Desentralisasi Fiskal terhadap Kemandirian Daerah

Hipotesis Ke-1 dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh
negatif terhadap kemandirian daerah. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai
signifikansi variabel desentralisasi fiskal sebesar 0,204 karena signifikan lebih
besar dari 0,05 maka variabel desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap
kemandirian daerah. Koefisien -0,060 menunjukkan bahwa hubungan negatif
variabel desentralisasi fiskal terhadap kemandirian daerah. Jadi dapat disimpulkan

bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Y (hipotesis ke-1 ditolak)
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Kemandirian daerah akan terjadi apabila pemerintah daerah dapat membiayai
kebutuhannya sediri dan tidak mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Dari
hasil penelitian ini desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemandirian
daerah, jadi seberapa besar nilai dana perimbangan maka tidak akan berpengaruh
terhadap kemandirian daerah.

2. Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah

Hipotesis ke-2 dalam penelitian ini adalah belanja modal berpengaruh positif
terhadap kemandirian daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai
signifikansi variabel belanja modal 0,495 karena signifikansi lebih besar dari 0,05
maka variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
Koefisien 0,032 menunjukan bahwa hubungan belanja modal dan kemandirian
daerah positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y
(hipotesis ke-2 ditolak).

Belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian daerah, hal ini
menunjukan adanya peningkatan atau penurunan belanja modal tidak berpengaruh
terhadap kemandirian daerah. Hasil dari hipotesis ini didukung oleh penelitian
yang dilakukan (Haryanto, 2019) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak
berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hasil hipotesisnya dibuktikan dari
Kinerja pegawai pemerintah daerah yang tidak maksimal dan cenderung
melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan anggaran belanja

modal untuk kepentingan pribadi.
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Sebagian besar belanja modal banyak digunakan untuk perbaikan dan
pembangunan gedung , peralatan , mesin, persediaan air bagi dinas dan kebutuhan
aparatur daerah dibandingkan untuk membangun dan memeperbaiki sarana dan
prasarana pelayanan public, seperti pemberian modal dan pelatihan sumber daya
manusia (Haryanto, 2019).

Hasil temuan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh apriyana
dan suryanto 2010 yang menyatakan bahwa belanja modal tidak memberikan
pengaruh positif terhadap kemadirian daerah. Alokasi anggaran belanja modal
yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu factor penyebab daerah kurang
produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak menmbah
kekayaan, namun malah menjadi beban DAU.

Meningkatnya anggaran belanja modal tidak selamya diiringi dengan
meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang merupakan indicator kemandirian
daerah. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi
anggaran belanja modal yang rendah, jauh di bawah porsi dana yang telah di
tetapkan dalam apbd. Fenomena ini diduga akan menghambat pembangunan
insfrastruktur yang akan mempercepat keguatan ekonomi yang akan berpengaruh
terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran
belanja modal pemerintah daerah (Imawan dan Wahyudin, 2014).

Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh novitasari dan novitasari 2019 yang menyatakan bahwa belanja
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modal berpengaruh negative terhadap kemandirian keuangan. Disenyalir

penyebabnya adalah ketimpangan kemandirian yang belum merata antar daerah.

3. Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Hipotesis ke-3 dalam penelitian ini adalah pajak daerah berpengaruh positif
terhadap kemandirian daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai
signifikan variabel pajak daerah 0,00 karena lebih kecil dari 0,05 maka variabel
pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah. Koefisien
0,990 menunjukkan nilai yang positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa X3
berpengaruh terhadap Y (hipotesis ke-3 diterima).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Wahyuningsih, 2015) bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian
daerah. Artinya jika pajak daerah bertambah maka tingkat kemandirian juga akan
meningkat. Pajak daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dimana
pendapatan asli daerah merupak tolak ukur utama dalam kemandirian daerah.
Semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah maka daerah cederung untuk mandiri.

Hipotesis ini juga didukung oleh (Novitasari dan Novitasari, 2019) yang
menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah.
Semakin tinggi partisipasi masyarakat yang membayar pajak maka akan
menggabarkan kesejahteraan rakyatnya sehingga dapat tercapai suatu

kemandirian daerah.



BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh

desentralisasi fiskal, belanja modal dan pajak daerah terhadap kemandirian daerah.
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan penelitian yang telah di lakukan pada
penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hal ini

dikarenakan desentralisasi fiskal yang berupa dana perimbangan tidak

mendorong kemandirian daerah.

2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Hal ini

dikarenakan belanja modal tidak memberikan dampak langsung dalam

kemandirian daerah.

3. Pajak daerah berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Pajak daerah

merupakan penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah, semakin besar

pajak daerah yang diterima maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin tinggi

dengan begitu kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya akan semakin

besar. Kemandirian dinilai dari Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki daerah

dalam rangka membiayai kegiatan pemerintahannya.

64
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5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa
Tengah periode 2015-2019 dengan total sampel penelitian 35 kabupaten/
kota.

2. Rata-rata koefisien determinasi masih di bawah 50%. Terbatasnya variabel
penelitian umur dan faktor- faktor lainnya, membuat pengaruh yang masih

rendah.

5.3. Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk
penelitian selanjutnya agar dapat lebih memperbaiki penelitian ini, yaitu sebagai
berikut :
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian dan
memperpanjang periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih baik.
2. Penelitian selanjutnya bisa menambahkan variabel lain yang dianggap
memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemandirian daerah atau dapat juga
mengurangi variabel penelitian yang kurang memberikan pengaruh terhadap

kemandirian daerah.
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Lampiran 2

Daftar Pemerintah Daerah

Tabel

Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota Sampel

No | Nama Pemerintah Daerah No | Nama Pemerintah Daerah
1 | Kabupaten Banjarnegara 19 | Kabupaten Pemalang
2 | Kabupaten Banyumas 20 | Kabupaten Purbalingga
3 | Kabupaten Batang 21 | Kabupaten Purworejo
4 | Kabupaten Blora 272 | Kabupaten Rembang
5 | Kabupaten Boyolali 23 | Kabupaten Semarang
6 | Kabupaten Brebes 24 | Kabupaten Sragen
7 | Kabupaten Cilacap 25 | Kabupaten Sukoharjo
8 | Kabupaten Demak 26 | Kabupaten Tegal
9 | Kabupaten Grobogan 27 | Kabupaten Temanggung
10 | Kabupaten Jepara 28 | Kabupaten Wonogiri
11 | Kabupaten Karanganyar 29 | Kabupaten Wonosobo
12 | Kabupaten Kebumen 30 | Kota Magelang
13 | Kabupaten Kendal 31 | Kota Pekalongan
14 | Kabupaten Klaten 32 | Kota Salatiga
15 | Kabupaten Kudus 33 | Kota Semarang
16 | Kabupaten Magelang 34 | Kota Surakarta
17 | Kabupaten Pati 35 | Kota Tegal
18 | Kabupaten Pekalongan

74



75

Lampiran 3
Tabel

Pemerintah Kabupaten/ Kota, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Pajak Daerah



Nama Dana Pajak Kemandirian
No | Pemerintah | Tahun Perimbangan | Belanja Modal Daerah Daerah
Daerah X1 X2 X3 Y 76
2015 0.60 0.20 0.02 0.11
2016 0.69 0.24 0.02 0.12
1 Kabupaten
Banjarnegara | 2017 0.66 0.26 0.02 0.14
2018 0.65 0.22 0.03 0.11
2019 0.64 0.17 0.03 0.12
2015 0.53 0.14 0.05 0.19
2016 0.66 0.14 0.05 0.19
5 Kabupaten
Banyumas 2017 0.58 0.15 0.06 0.19
2018 0.58 0.16 0.06 0.20
2019 0.56 0.14 0.07 0.20
2015 0.58 0.14 0.04 0.13
2016 0.69 0.14 0.04 0.14
3 Kabupaten
Batang 2017 0.63 0.10 0.04 0.14
2018 0.62 0.10 0.04 0.14
2019 0.62 0.12 0.05 0.14
2015 0.62 0.20 0.02 0.09
2016 0.72 0.22 0.02 0.09
4 Kabupaten
Blora 2017 0.67 0.21 0.02 0.14
2018 0.65 0.24 0.03 0.10
2019 0.64 0.21 0.03 0.11
2015 0.56 0.17 0.04 0.13
2016 0.68 0.18 0.04 0.15
5 Kabupaten
Boyolali 2017 0.62 0.20 0.05 0.18
2018 0.65 0.23 0.06 0.15
2019 0.61 0.22 0.06 0.17
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2015 0.57 0.20 0.03 0.12
2016 0.68 0.27 0.03 0.13
2017 0.61 0.21 0.03 0.18
6 Kabupaten
Brebes 2018 0.61 0.19 0.03 0.12
2019 0.61 0.20 0.04 0.12
2015 0.57 0.22 0.05 0.15
2016 0.69 0.27 0.05 0.15
cabuoaten 2017 0.61 0.22 0.05 0.21
7 upaten o018 0.61 0.18 0.06 0.17
Cilacap
2019 0.59 0.20 0.06 0.17
2015 0.55 0.31 0.04 0.14
2016 0.65 0.31 0.05 0.15
cabuoaten 2017 0.60 0.23 0.06 0.15
8 P 2018 0.56 0.20 0.06 0.16
Demak
2019 0.54 0.20 0.07 0.17
2015 0.59 0.15 0.03 0.14
2016 0.68 0.21 0.03 0.14
Cabuoat 2017 0.63 0.24 0.03 0.18
9 abupaten 175519 0.62 0.18 0.03 0.13
Grobogan
2019 0.61 0.18 0.04 0.13
2015 0.57 0.18 0.03 0.14
2016 0.66 0.18 0.05 0.15
— 2017 0.61 0.18 0.04 0.15
10 | "ePuUPaten hhig 0.59 017 0.05 0.16
Jepara
2019 0.58 0.14 0.05 0.16
2015 0.56 0.14 0.06 0.14
2016 0.69 0.18 0.06 0.15
— 2017 0.62 0.13 0.07 0.20
11 | Jabupaten hhg 0.63 0.13 0.08 0.16
Karanganyar
2019 0.62 0.13 0.09 0.18
2015 0.58 0.20 0.02 0.11
2016 0.68 0.24 0.02 0.11
cabuoaten 2017 0.63 0.16 0.03 0.16
12 P 2018 0.63 0.14 0.04 0.13
Kebumen
2019 0.60 0.13 0.04 0.15
2015 0.58 017 0.04 0.14
13 | Kabupaten | 2016 0.67 017 0.04 0.14
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Kendal 2017 0.61 0.15 0.05 0.20

2018 0.61 0.13 0.06 0.16

2019 0.61 0.12 0.06 0.16

2015 0.59 0.15 0.03 0.09

2016 0.70 0.10 0.03 0.10

cabuoaten |-2017 0.63 0.15 0.04 0.14

14 up 2018 0.64 0.15 0.04 0.15

Klaten

2019 0.62 0.11 0.05 0.12

2015 0.59 0.26 0.04 0.15

2016 0.69 0.32 0.04 0.15

cabuoaten |-2917 0.66 0.25 0.05 0.18

15 P 2018 0.64 0.19 0.06 0.17

Kudus

2019 0.62 0.13 0.06 0.16

2015 0.56 0.15 0.05 0.13

2016 0.60 0.17 0.05 0.14

Cabuoat 2017 0.51 0.21 0.05 0.18

16 | "APUPAIEN 550 0.61 0.20 0.05 0.14
Magelang

2019 0.56 0.15 0.06 0.16

2015 0.56 0.13 0.03 0.14

2016 0.65 0.16 0.03 0.13

Cabuoat 2017 0.61 0.17 0.03 0.16

17| @ :5; " 2018 0.69 0.16 0.03 0.16

2019 0.58 0.14 0.03 0.13

2015 0.58 0.12 0.02 0.15

2016 0.66 0.13 0.02 0.17

Cabuoat 2017 0.62 0.17 0.02 0.15

1g | ‘avupaten ronqg 0.61 0.20 0.03 0.15
Pekalongan

2019 0.61 0.16 0.04 0.16

2015 0.61 0.14 0.02 0.12

2016 0.71 0.13 0.02 0.13

cabuoaten |-2017 0.66 0.15 0.03 0.18

19 P 2018 0.64 0.13 0.03 0.12
Pemalang

2019 0.61 0.13 0.03 0.13

2015 0.58 0.12 0.03 0.14

2016 0.67 0.16 0.02 0.14

cabuoaten | -2017 0.63 0.20 0.03 0.09

20 P 2018 0.64 0.14 0.03 0.15
Purbalingga

2019 0.61 0.13 0.03 0.15

2015 0.54 0.14 0.02 0.13

21 Kabupaten 2016 0.64 0.14 0.02 0.12
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Purworejo | 2017 0.57 0.21 0.03 0.14

2018 0.61 0.17 0.03 0.14

2019 0.59 0.15 0.04 0.13

2015 0.61 0.04 0.03 0.14

2016 0.60 0.20 0.03 0.15

cabuoaten |27 0.54 0.19 0.03 0.17

22 upaten 018 0.51 0.17 0.06 0.17
Rembang

2019 0.58 0.11 0.06 0.17

2015 0.57 0.14 0.06 0.17

2016 0.67 0.19 0.05 0.16

cabuoaten |27 0.60 0.17 0.08 0.20

23 P 2018 0.62 0.19 0.07 0.18
Semarang

2019 0.62 0.17 0.08 0.19

2015 0.57 0.16 0.03 0.13

2016 0.69 0.15 0.03 0.14

Cabuoat 2017 0.64 0.16 0.04 0.18

24 | “ebupaten o518 0.64 0.19 0.04 0.15
Sragen

2019 0.62 0.12 0.04 0.16

2015 0.53 0.16 0.08 0.18

2016 0.65 017 0.09 0.19

Cabuoat 2017 0.59 0.13 0.11 0.23

g5 | hadupaten o0 0.59 0.19 0.11 0.21
Sukoharjo

2019 0.58 0.17 0.12 0.21

2015 0.57 0.13 0.03 0.14

2016 0.69 0.21 0.03 0.15

— 2017 0.61 0.18 0.04 0.15

26 aTZZZIen 2018 0.60 0.16 0.04 0.15

2019 0.58 0.16 0.04 0.16

2015 0.58 0.21 0.02 0.14

2016 0.63 0.23 0.02 017

—_— 2017 0.61 0.18 0.02 017

g7 | tePupaten on1g 0.62 0.11 0.02 0.15
Temanggung

2019 0.60 0.12 0.03 0.15

2015 0.58 017 0.02 0.11

2016 0.72 0.19 0.02 0.11

— 2017 0.66 0.22 0.02 0.14

28 paten 5018 0.68 0.18 0.02 0.12
Wonogiri

2019 0.65 0.23 0.02 0.12

2015 0.58 017 0.02 0.13

29 Kabupaten 2016 0.68 0.17 0.02 0.13
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Wonosobo | 2017 0.62 0.18 0.02 0.12

2018 0.62 0.21 0.02 0.12

2019 0.63 0.21 0.02 0.12

2015 0.59 0.19 0.03 0.24

2016 0.68 0.25 0.03 0.26

cots 2017 0.61 0.27 0.03 0.26

30 2018 0.63 0.25 0.04 0.28
Magelang

2019 0.59 0.27 0.04 0.28

2015 0.61 0.20 0.06 0.19

2016 0.70 0.23 0.06 0.21

2017 0.64 0.24 0.07 0.21

Kota

31 2018 0.65 0.17 0.08 0.20
Pekalongan

2019 0.63 0.19 0.09 0.22

2015 0.61 0.16 0.05 0.22

2016 0.65 0.29 0.05 0.23

2017 0.67 0.26 0.06 0.25

32 | Kota Salatiga | 2018 0.63 0.24 0.06 0.23

2019 0.61 0.19 0.07 0.25

2015 0.38 0.23 0.24 0.36

2016 0.40 0.26 0.25 0.36

ot 2017 0.36 0.29 0.31 0.45

33 ota 2018 0.34 0.27 0.31 0.43
Semarang

2019 0.38 0.23 0.34 0.45

2015 0.48 0.15 0.15 0.24

2016 0.65 0.18 0.15 0.25

ot 2017 0.58 0.27 0.16 0.29

34 ota 2018 0.58 0.27 0.18 0.28
Surakarta

2019 0.57 0.27 0.19 0.28

2015 0.53 0.22 0.05 0.29

2016 0.65 0.23 0.05 027

2017 0.63 0.20 0.07 0.30

35 | KotaTegal | 2018 0.61 0.12 0.08 0.28

2019 0.62 0.16 0.09 0.28




Lampiran 4

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Desentralisasi Fiskal 115 .51 .72 .6214 .04298
Belanja Modal 115 .04 .32 1714 .04271
Pajak Daerah 115 .02 .09 .0387 .01630
Kemandirian daerah 115 .09 .20 .1460 .02598
Valid N (listwise) 115

Lampiran 5

Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardiz

ed Residual

N 175
Normal Parameters®®  Mean .0000000

Std'. i .03108822

Deviation
Most Extreme Absolute .072
Differences Positive .072

Negative -.037
Test Statistic .072
Asymp. Sig. (2-tailed) .026°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
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2. Hasil Pengobatan Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual
N 115
Normal ParametersP Mean .0000000
Std. Deviation .01989318
Most Extreme Differences Absolute .075
Positive .075
Negative -.040
Test Statistic .075
Asymp. Sig. (2-tailed) .133°
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
3. Hasil Uji Multikoliniaritas
Coefficients?
Standard
ized
Unstandardized | Coeffici Collinearity
Coefficients ents Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta T Sig. | nce VIF
1 (Constant) 139 | 030 ;1.59 000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 |.047 -.098 1.27 [.204 |.889 [1.124
8
Belanja 032 |047 |052 |.685 |.495 |.003 |[1.107
Modal
Pajak Daerah | g5 | 123|622 206 000 |.889 |1.125

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah




4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Correlations

Desent
ralisasi | Belanja | Pajak Unstandardiz
Fiskal | Modal Daerah |ed Residual
Spear Desentra Correlation {1 500 | 247+ |-267* | .09
man's lisasi Coefficient
rho  Fiskal  Sijg. (2-tailed) |. .008 .004 529
N 115 115 115 115
Belanja  Correlation wx o
Modal  Coefficient 2477 11.000 -.307 -.033
Sig. (2-tailed) |.008 |. .001 725
N 115 115 115 115
Pajak Correlation - .
.. -.267 " [-.307 1. .02
Daerah  Coefficient 6 30 000 023
Sig. (2-tailed) |.004 |.001 : .807
N 115 115 115 115
Unstanda Correlation
rdized Coefficient 059 1-033 023 1.000
Residual = Sijg. (2-tailed) |.529 |[.725 .807 .
N 115 115 115 115

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021
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5. Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test
Unstandardized
Residual
Test Value? -.00072
Cases < Test Value |57
Cases >= Test Value |58
Total Cases 115
Number of Runs 49
Z -1.779
Asymp. Sig. (2-
tailed) 075

a. Median
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Lampiran 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summa

b

Adjusted R|Std. Error of|Durbin-
Model | R R Square | Square the Estimate | Watson
1 .6432 414 .398 .02016 1.477

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi
Fiskal

b. Dependent Variable: Kemandirian daerah

85

Lampiran 7
Hasil Uji F
Tabel
Uji F
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares Df Square F Sig.
1 Regression |.032 3 011 26.118 |[.000P
Residual .045 111 .000
Total 077 114

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal



Lampiran 8

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients?

Standardi
zed
Unstandardized Coefficie Collinearity
Coefficients nts Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta T Sig. [nce VIF
1  (Constant) 139 .030 4.597 |.000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 .047 -.098 1978 204 |.889 [1.124
Belanja 032 |.047 |.052 685 |.495 |.903 |1.107
Modal
Pajak Daerah |.990 123 622 8.063 |.000 |.889 [1.125
a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
Lampiran 9
Hasil Uji t
Coefficients?
Standardi
zed
Unstandardized Coefficie Collinearity
Coefficients nts Statistics
Std. Tolera
Model B Error Beta T Sig. | nce VIF
1  (Constant) 139 .030 4.597 |.000
Desentralisasi -
Fiskal -.060 .047 -.098 1978 204 |.889 |1.124
Belanja 032|047 |.052 685 |.495 |.903 |1.107
Modal
Pajak Daerah |.990 123 622 8.063 |.000 |.889 [1.125

a. Dependent Variable: Kemandirian daerah
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Lampiran 10

DESENTRALISASI FISKAL, BELANJA MODAL, DAN PAJAK
DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH

JRIGINALITY REPORT
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Lampiran 11
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